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Sehubungan dengan ketentuan pada Bab V Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi

Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Dalam rangka meyakinkan keandalan data dalam penyusunan laporan keuangan dilakukan

rekonsiliasi, yang meliputi rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. 

2. Rekonsiliasi internal dilakukan antara unit pelaporan keuangan dan unit pelaporan barang. 

3. Rekonsiliasi eksternal dilakukan antara UAKPA dan KPPN dengan membandingkan data

SAKTI (Sistem Akuntansi Instansi pada K/L) dan data SPAN (Sistem Akuntansi Pusat pada

BUN) yang meliputi data anggaran, estimasi pendapatan, realisasi, pengembalian, kas dan

hibah barang. 

4. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan

Aplikasi MonSAKTI pada laman https://monsakti.kemenkeu.go.id. 

5. Pelaksanaan rekonsiliasi eksternal periode Januari s.d. Mei tahun 2023 dilakukan sesuai

jadwal sebagai berikut: 

Periode 
Periode penyelesaian

rekonsiliasi 

Penerbitan SHR tidak

kena sanksi 

TMT pengenaan

sanksi 

Januari – April 2023 26 Mei –  7 Juni 2023 26 Mei – 7 Juni 2023 - 

Mei 2023 26 Mei – 15 Juni 2023 1 – 15 Juni 2023 16 Juni 2023 

6. Satker agar memantau status hasil rekonsiliasi eksternal secara berkala pada Aplikasi

MonSAKTI dan menyelesaikannya hingga terbitnya dokumen Surat Hasil Rekonsiliasi

(SHR). SHR akan terbit dalam hal: 

a. Tidak terdapat selisih/Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) pada seluruh elemen data

rekonsiliasi (TDK Rupiah dan TDK CoA); atau 

b. Terdapat persetujuan dari KPPN yang didahului dengan permintaan persetujuan

rekonsiliasi dari satker, dalam hal masih terdapat TDK yang diperbolehkan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. 

Terhadap UAKPA yang belum menyelesaikan rekonsiliasi eksternal (rekonsiliasi UAKPA

dengan KPPN) periode Januari s.d. April 2023, maka belum diberlakukan pengenaan sanksi

sebagaimana diatur dalam PMK nomor 217/PMK.05/2022 tentang SAPP.
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7. Selain pelaksanaan rekonsiliasi, satker harus melakukan pendetilan Persediaan dan Aset

Tetap/Aset Lainnya atas transaksi tahun 2023 pada modul SAKTI terkait, serta

menindaklanjuti menu to do list pada aplikasi MonSAKTI, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pendetilan/input persediaan dan aset tetap dengan menggunakan tanggal buku sesuai

dokumen sumber secara berurutan.

b. Pelaksanaan tutup periode setiap bulan kelompok modul pelaporan SAKTI agar

dilakukan secara disiplin dan cermat.

8. Ketentuan terkait pelaksanaan rekonsiliasi eksternal periode Juni 2023 dalam rangka

penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 akan diatur lebih lanjut.  

9. K/L agar menyampaikan maksud surat ini kepada seluruh UAPPA/B-E1, UAPPA/B-W, dan

UAKPA/B. 

10. Dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut terkait hal-hal di atas maupun penggunaan

Aplikasi SAKTI dan Aplikasi MonSAKTI, dapat disampaikan melalui Layanan Helpdesk HAI

DJPb pada laman https://hai.kemenkeu.go.id. 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Fahma Sari Fatma
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3. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
4. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia
5. Para Kepala KPPN seluruh Indonesia
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